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Abstract

Theory of Planned Behavior (TPB) has been widely applied in various fields of behavioral
research, to address behaviors that are not under the full control of the individual. This research
aimed to analyzing the effect of: 1) attitude toward the behavior; 2) subjective norm; 3) perceived
behavioral control; and 4) readiness for changeon the intention to implementing the Gover nment
Regulation No.71 Year 2010 concerning the accrual-based governmental accountingstandard.
This research used a quantitative approach with the closed questionnaire method. The research
samples were all heads of the offices and fields of the office of the Revenueof Regional Finance
and Asset Management of the cities and regencies in Central Sulawesi. The research results
indicates that the variables of the attitude toward behavior, subjective norm, and readiness for
change have the positive and significanc effect on the intention, where as the perceived
behavioral control variable does not indicate the significant relationship with theintention.

Keywords. Theory of planned behavior, readiness for change, intention.
Abstrak

Theory of Planned Behavior (TPB) telah digunakan dalam penelitian tentang keperilakuan untuk
menunjukkan bahwa perilaku tidak sepenuhnya di bawah pengaruh dari individu. Pendlitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh (1) sikap terhadap perilaku, (2) norma subjektif, (3)
kontrol perilaku persgpsian, dan (4) kesiapan untuk berubah terhadap niat untuk
mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntas
Pemerintahan Berbasis Akrual. Penditian ini menggunakan metode kuantitatif dengan
menyebarkan kuesioner. Sampel penelitian ini adalah kepala dinas dan kepala bidang di Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota dan Kabupaten seluruh Sulawes
Tengah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa attitude toward behavior, subjective norms,
dan readiness for change mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap niat, sementaraitu
perceived behavioral control tidak mengindikasikan pengaruh yang signifikan terhadap niat.

Kata kunci: Theory of planned behavior, readiness for change, niat.

PENDAHUL UAN kan diberbagai bidang penelitian perilaku.
TPB menyatakan bahwa kombinasi dari skap

Theory of Planned Behavior (TPB) merupa- terhadap perilaku, norma subyektif, dan kon-

kan salah satu teori yang telah banyak diterap-
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trol perilaku persepsian mengarah pada pem-
bentukan niat perilaku (behavioral intention)
dan selanjutnya membentuk perilaku (beha-
vior) (Jogiyanto, 2008). Implementasi Per-
aturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ten-
tang Standar Akuntansi Pemerintahan Ber-
basis Akrual merupakan perilaku yang bersifat
wagib  (mandatory behavior). Menurut
Hartwick dan Barki (1994) meskipun suatu
perilaku bersifat wajib, namun dalam pene-
rapannya dapat bervariasi. Hal ini berarti apa-
ratur dapat memilih mengimplementasikan
atau tidak mengimplementasikan PP Nomor
71 tahun 2010 dengan alasan atau pertim-
bangan tertentu.

Data hasil pemeriksaan badan peme-
riksa keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah pada 12 pemerintah daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah
menunjukkan bahwa masalah penatausahaan
dan pengelolaan aset tetap, persediaan, serta
kewgjiban perpgakan merupakan masalah
utama yang dihadapi hampir semua pemda di
Sulawesi Tengah (BPK RI Sulawes Tengah
2014). Diharapkan melalui penerapan PP
Nomor 71 tahun 2010 yang wajib diimple-
mentasikan pada tahun 2015 masalah-masalah
tersebut dapat diatasi.

Penelitian yang terkait perilaku man-
datory sebagian besar dilakukan pada bidang
perpgjakan. Penelitian yang dilakukan oleh
Mustikasari (2007) dengan menggunakan
model TPB, menjelaskan bahwa perilaku tidak
patuh (noncompliance) wajib paak sangat
dipengaruhi oleh variabel sikap, norma sub-
yektif, dan control perilaku yang dipersepsi-
kan. Penelitian yang dilakukan oleh Pangestu
dan Rusmana (2012) menunjukkan bahwa
sikap dan kontrol perilaku berpengaruh signi-
fikan terhadap niat, sedangkan norma subjektif
tidak berpengaruh terhadap niat untuk ber-
perilaku patuh. Penelitian oleh Taylor dan
Todd (1995) membuktikan bahwa model TPB
memberikan pemahaman yang lebih lengkap
dalam menjelaskan tentang niat perilaku dan
penggunaan.

Berbeda dengan penditian-penelitian
TPB sebelumnya, pendlitian ini terkait dengan
perilaku mandatory di bidang pengimplemen-
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tasian regulasi, yaitu peraturan pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Pene-
litian ini juga menambahkan variabel readi-
ness for change, dengan pertimbangan bahwa
kesigpan kolektif perilaku individu dalam
organisass merupakan faktor penting untuk
mendukung perubahan organisasi. Ajzen
(1991) juga menyatakan bahwa model TPB
masih memungkinkan untuk ditambahkan
variabel prediktor lain selain variabel pem-
bentuk niat. Berdasarkan pemikiran mengenai
pentingnya niat dalam berperilaku dan pen-
tingnya kesiapan untuk berubah sebagai faktor
penting dalam keberhasilan perubahan suatu
organisasi, maka penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh 1) sikap terhadap
perilaku (attitude toward behavior); 2) norma
subyektif (subjective norm); 3) kontrol peri-
laku persepsian (perceived behavior control);
dan 4) kesiapan untuk berubah (readiness for
change) terhadap niat (intention) mengimple
mentasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 mengenai standar akuntasi peme-
rintahan berbasis akrual dengan menggunakan
Theory of Planned Behavior (TPB) dan Rea-
diness for Change sebagal |andasan teori.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN
HIPOTESIS

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerin-
tahan (SAP) Berbasis Akrual

Akuntans berbasis akrua adalah suatu basis
akuntans di mana transaks ekonomi dan pe-
risiwa lainnya diakui, dicatat, dan disgjikan
dalam laporan keuangan pada saat terjadinya
transaks tersebut, tanpa memperhatikan waktu
kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Waktu pencatatan (recording) dalam akuntansi
berbasis akrual, sesua dengan saat terjadinya
arus sumber daya sehingga dapat menyediakan
informas yang paing komprehensif karena
sdluruh arus sumber daya dicatat. Komponen
laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun
2010, terdiri dari (a) laporan redlisas anggaran
(LRA), (b) laporan perubahan saldo anggaran
lebih (Iaporan perubahan (SAL), (c) neraca, (d)
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laporan operasiond (LO), (e) laporan arus kas
(LAK), (f) laporan perubahan ekuitas (LPE),
dan (g) catatan atas |aporan keuangan.

Perbedaan kongkrit yang paling me-
merlukan perhatian adalah jenis/komponen
laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP
PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada
PSAP 12 mengena Laporan Operasional. En-
titas pemerintah melaporkan secara transparan
besarnya sumber daya ekonomi yang didapat-
kan dan besarnya beban yang ditanggung
untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.
Surplug/defisit operasiona merupakan pe-
nambah atau pengurang ekuitas’kekayaan ber-
sih entitas pemerintahan bersangkutan.

Walaupun pertanggungjawaban pelak-
sanaan anggaran berbasis akrual berlaku efek-
tif mulal tahun 2010 untuk |aporan keuangan,
tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat
menerapkan PSAP ini entitas pelaporan dapat
menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual
paig lama 4 (empat) tahun setelah tahun
anggaran 2010. Penerapan SAP berbasis
akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari
penerapan SAP berbasis kas menuju akrua
menjadi penerapan SAP berbasis akrual.
Ketentuan lebih lanjut mengenal penerapan
SAP berbasis akrua secara bertahap pada
pemerintah pusat diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada
pemerintah daerah diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Pasal 7 Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

TPB merupakan pengembangan lebih lanjut
dari Theory of Reasoned Action (TRA) atau
teori tindakan beralasan (Ajzen 1991). TPB
yang menjelaskan bahwa tindakan manusia
diarahkan oleh tiga macam kepercayaan, yaitu
(a) kepercayaan perilaku (behavioral beliefs),
yaitu kepercayaan tentang kemungkinan ter-
jadinya perilaku, (b) kepercayaan normatif
(normative beliefs), yaitu kepercayaan tentang
ekspektasi normatif dari orang lain dan moti-
vas untuk menyetujui ekspektasi tersebut, (c)
kepercayaan kontrol (control beliefs), yaitu
kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor
yang akan memfasilitas atau merintangi
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kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian
dari faktor-faktor tersebut.

Secara  keseluruhan,  kepercayaan-
kepercayaan perilaku membentuk suatu sikap
menyukal atau tidak menyukai terhadap peri-
laku, kepercayaan normatif menghasilkan
tekanan sosia atau norma subyektif, dan
kepercayaan kontrol akan memberikan kontrol
perilaku persepsian. Bersama-sama, sikap ter-
hadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol
perilaku persepsian, akan menimbulkan niat
perilaku (behavioral intention) dan selanjut-
nya terbentuk perilaku (behavior).

Sikap (Attitude)

Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan
skap sebaga jumlah dari efeks (perasaan)
yang dirasakan seseorang untuk menerima atau
menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur
dengan suatu prosedur yang menempatkan
individual pada skala evaluative dua kutub,
misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak.
Sikap menurut Ajzen (2002) merupakan suatu
keadaan internal (internal state) yang meme-
ngaruhi pilihan tindakan individu terhadap
objek, orang atau kegadian tertentu. Sikap
merupakan kecenderungan kognitif, afektif,
dan tingkah laku yang dipelgari untuk beres-
pon secara positif maupun negatif terhadap
objek, situasi, institusi, konsep atau seseorang.

Berdasarkan teori ini, sikap individu
terhadap suatu perilaku diperoleh dari keya
kinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan
oleh perilaku tersebut, yang diistilahkan
dengan behavioral beliefs (keyakinan terhadap
perilaku). Keyakinan terhadap perilaku meng-
hubungkan perilaku dengan hasil tertentu, atau
beberapa atribut lainnya seperti biaya atau
kerugian yang terjadi saat melakukan suatu
perilaku. Dengan kata lain, seseorang yang
yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat meng-
hasilkan outcome yang positif, maka individu
tersebut akan memiliki sikap yang positif,
begitu juga sebaliknya.

Norma Subyektif (Subjective Norm)

Norma-norma subyektif adalah persepsi atau
pandangan seseorang terhadap kepercayaan-



kepercayaan orang lain yang akan memenga-
ruhi niat untuk melakukan atau tidak melaku-
kan perilaku yang sedang dipertimbangkan
(Jogiyanto 2008). Norma subyektif menggam-
barkan segjauh mana seseorang memiliki moti-
vas untuk mengikuti pandangan orang ter-
hadap perilaku yang akan dilakukannya (nor-
mative belief) jika individu merasa itu adalah
hak pribadinya untuk menentukan apa yang
akan dia lakukan bukan ditentukan oleh orang
lain di sekitarnya, maka dia akan mengabaikan
pandangan orang tentang perilaku yang akan
dilakukannya. Fishbein dan Ajzen (1975)
menggunakan istilah "motivation to comply”
untuk menggambarkan fenomena ini yaitu
apakah individu mematuhi pandangan orang
lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau
tidak.

Keyakinan normatif berkenaan dengan
harapan-harapan yang berasal dari referent
atau orang dan kelompok yang berpengaruh
bagi individu (significant others) seperti orang
tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau
lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat
(Ajzen 2005). Norma Subjektif didefinisikan
sebagal adanya persepsi individu terhadap
tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan
atau tidak suatu perilaku. Individu memiliki
keyakinan bahwa individu atau kelompok ter-
tentu akan menerima atau tidak menerima
tindakan yang dilakukannya. Apabila individu
meyakini apa yang menjadi nhorma kelompok,
maka individu akan mematuhi dan memben-
tuk perilaku yang sesuai dengan kel ompoknya.

Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived
Behavior Control)

Schifter dan Ajzen (1985) menambahkan
sebuah konstruk yang sebelumnyatidak ada di
daam TRA. Konstruk ini ditambahkan ke
TPB untuk mengontrol perilaku yang dibatas
oleh Kketerbatasan-keterbatasan  kurangnya
sumber daya untuk melakukan perilaku. Kon-
struk yang ditambahkan tersebut adalah kon-
trol perilaku persepsian (perceived behavioral
control). Kontrol perilaku persepsian didefi-
nisikan sebagai kemudahan atau kesulitan per-
sepsian untuk melakukan perilaku (Ajzen
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1991). Ajzen (2005) menamakan kondisi ini
dengan kontrol perilaku persepsian.

Banyak faktor yang dapat mengganggu
hubungan antara niat dan perilaku. Keber-
hasilan kinerja dan perilaku tergantung dari
kemampuan seseorang untuk mengontrol fak-
tor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku,
wal aupun kontrol kemauan (volitional control)
adalah salah satu yang paling memengaruhi
perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor
yang lain, keterbatasan-keterbatasan personal
dan hambatan-hambatan eksternal dapat juga
mengganggu kinerja dari perilaku (Ajzen
1991). Ajzen (1991) mencoba menyediakan
suatu kerangka konseptual untuk membahas
permasalahan dari kontrol volitional yang
kurang lengkap dengan menambahkan sebuah
konstruk yaitu kontrol perilaku persepsian.

Perlu diperhatikan bahwa TPB tidak
secara langsung berhubungan dengan jumlah
dari kontrol yang sebenarnya dimiliki sese-
orang, tetapi teori ini lebih mempertimbang-
kan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari
kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam
pencapaian tujuan-tujuan perilaku. Jika niat
menunjukan keinginan seseorang untuk men-
coba perilaku tertentu, kontrol persepsian
lebih kepada mempertimbangkan beberapa
konstrain-konstrain yang realistik yang mung-
kin terjadi.

Kesiapan Untuk Berubah (Readiness for
Change)

Kesigpan untuk berubah merupakan suatu
sikap yang komprehensif yang dipengaruhi
secara simultan oleh empat faktor, yaitu apa
yang berubah (the content), bagaimana per-
ubahan tersebut dilakukan (the process), ke-
adaan di mana perubahan tersebut akan ber-
langsung (the context), dan karakteristik dari
orang yang diminta untuk melakukanya (the
individuals). Keempat faktor tersebut secara
bersama-sama terefleks ke dalam ingatan
seseorang atau sekelompok orang secara kog-
nitif dan emosional untuk cenderung mene-
rima, menganut, dan mengadopsi perubahan
yang dipersigpkan dan direncanakan untuk
mengganti keadaan saat ini (Holt et al., 2007).
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Kesigpan individu dalam organisasi untuk
berubah akan menunjukkan kesigpan organisasi.

Teori Holt menjelaskan bahwa ke-
sigpan untuk berubah menyediakan fondas
atas resistensi dari perilaku yang diadaptas
oleh perubahan. Menurut Walinga (2008) di-
sebutkan bahwa teori kesigpan untuk berubah
diyakini sebagal perubahan kognisi dari tiap
individu. Menurut Holt, et al. (2007) kesiapan
(readiness) merupakan faktor yang paling
penting dalam mendukung inisiatif individu
untuk melakukan perubahan. Kesiapan didefi-
nisikan sebagai keyakinan, intensi, sikap dan
perilaku yang mendukung perubahan dan
kapasitas organisasi untuk sukses meraihnya.
Kesigpan untuk berubah merupakan suatu
konstruk multi dimensional yang terdiri dari
empat dimensi, yaitu kesesuaian (apropriate-
ness), kepercayaan diri untuk berubah (change
efficacy), dukungan managemen (management
support), dan keuntungan bagi diri (personal
valence).

Menerapkan perubahan organisas yang
kompleks melibatkan tindakan dari banyak
individu, setiap individu memberikan suatu
konstribusi sebagai upaya implementasi. Hal
ini dikarenakan implementasi seringkali me-
rupakan kerjasama tim, masalah dapat muncul
ketika beberapa individu merasa berkomitmen
untuk melaksanakan implementasi tetapi yang
lainnya tidak. Welner (2009) mengamati
bahwa anggota organisasi dapat berkomitmen
untuk menerapkan perubahan organisas
karena mereka ingin (mereka menghargai per-
ubahan), karena mereka harus (mereka me-
miliki sedikit pilihan), atau karena mereka
seharusnya (mereka merasa wajib). Komitmen
yang berdasarkan motif ‘keinginan untuk’
mencerminkan komitmen tertinggi  untuk
menerapkan perubahan organisasi.

Secara khusus, kesigpan organisasi
untuk berubah mengacu kepada komitmen dan
keyakinan-sendiri dari semua anggota organi-
sasi untuk mengimplementasikan perubahan
organisasi. Pengertian ini mengandung kata
‘kesigpan’ yang berarti kondis yang tepat
secara psikologis maupun perilaku untuk
mengambil suatu tindakan. Mengacu pada
definis yang dikemukakan oleh Bandura
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(1977) dalam teori kognitif sosial mengenai
komitmen tujuan, yaitu komitmen perubahan
yang mengacu pada keyakinan-bersama dari
anggota organisas untuk melakukan tindakan
dadam implementas perubahan (Weiner
2009).

Niat (Intention)

Niat (intention) didefinisikan sebagal keingin-
an untuk melakukan perilaku. Niat tidak selalu
statis, niat dapat berubah seiring berjalannya
waktu. Semakin lebar interval waktu, semakin
mungkin terjadi perubahan-perubahan pada
niat (Jogiyanto 2008). TPB mengatakan
bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan
intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki
kontrol terhadap perilakunya (Ajzen 2002).

Niat merupakan suatu fungsi dari dua
penentu dasar, penentu yang pertama ber-
hubungan dengan faktor pribadi adalah sikap
terhadap perilaku dan penentu yang kedua dari
niat yang berhubungan dengan pengaruh
sosial adalah norma subjektif. TPB menjelas-
kan bahwa seseorang dapat bertindak ber-
dasarkan intensi atau niatnya jika ia memiliki
kontrol terhadap perilakunya (Ajzen 2002),
kontrol perilaku persepsian mempunyai impli-
kasi motivasional terhadap niat-niat.

Pengaruh Sikap Terhadap Niat

Penentu niat yang berhubungan dengan faktor
pribadi adalah sikap terhadap perilaku indi-
vidual (Jogianto 2008). Sikap adalah perasaan
positif atau negatif dari seseorang jika harus
melakukan perilaku yang akan ditentukan
(Jogiyanto 2008). Sikap aparatur mengenai
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71
akan menimbulkan motivasi untuk meng-
implementasikan ~ Peraturan ~ Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010, sehingga akan men-
dorong niat untuk mengimplementasikan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
secara optimal dan sesuai peraturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ozer
dan Yilmaz (2011) menunjukkan bahwa sikap
memiliki kemampuan prediksi Iebih daripada
norma subyektif dan kontrol perilaku persep-
sian. Pangestu dan Rusmana (2012), Mustika-



sari (2011), Hidayat dan Nugroho (2010),
Smart (2012) serta Bidin et al. (2011) meneliti
di bidang perpgakan telah membuktikan
secara empiris bahwa sikap berpengaruh posi-
tif terhadap niat. Semakin positif sikap wajib
paak untuk patuh terhadap pgak maka niat
wajib pgjak untuk patuh akan semakin besar

(Pangestu dan Rusmana 2012), sedangkan

penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007)

menunjukkan bahwa apabila sikap ketidak-

patuhan pajak positif, maka niat untuk tidak
patuh paak juga akan tinggi. Berdasarkan

penjelasan dan hasil penelitian tersebut di-

rumuskan hipotesis sebagal berikut.

H1: Sikap terhadap Peraturan Pemerintah
nomor 71 berpengaruh positif dan signifi-
kan terhadap niat untuk mengimplemen-
tasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 tentang standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual .

Pengar uh Norma Subyektif Terhadap Niat

Niat juga ditentukan oleh pengaruh sosia yaitu
norma subyektif Jogiyanto (2008). Variabd
kedua dari model TPB ini didefinisikan sebagal
perseps atau pandangan seseorang terhadap
kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan
mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak
melakukan perilaku yang sedang dipertim-
bangkan Jogiyanto (2008). Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa norma subyektif berpeng-
aruh positif terhadap niat seperti Bidin et al.
(2011) serta Hidayat dan Nugroho (2010) di
bidang perpagjakan, penelitian yang dilakukan
oleh Sthombing (2004) menunjukkan bahwa
norma subjektif merupakan faktor penentu niat
terbalk di negara timur. Taylor dan Todd
(1995) mengatakan bahwa norma subyektif
adalah pediktor niat yang penting baik pada
pengguna yang memiliki pengalaman sebelum-
nya atau tidak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Mustikasari (2007) di bidang perpaakan
menunjukkan bahwa pengaruh orang sekitar
(perceived social pressure) yang kuat akan
memengaruhi niat tax professional untuk ber-
perilaku patuh. Penelitian yang dilakukan oleh
Ajzen dan Fishbein (1970) menyatakan bahwa
dalam situasi orientasi cooperative norma
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subjektif memiliki pengaruh yang tinggi ter-
hadap niat dibandingkan dengan ketika di-
terapkan dalam situasi orientasi motivasi yang
kompetitif. Implementasi Peraturan Peme-
rintah merupakan situasi yang berorientasi
pada motivasi cooperative. Berdasarkan pen-
jelasan dan hasil penelitian tersebut dirumus-
kan hipotesis sebagai berikut.

H2: Norma subyektif berpengaruh positif dan
signifikan terhadap niat untuk meng-
implementasikan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian
Terhadap Niat

Ajzen (1991) mengatakan bahwa kontrol
perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat
didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku
yang dipersepsikan oleh individu akan mem-
berikan implikasi motivas pada orang ter-
sebut. Kontrol perilaku persepsian ditentukan
oleh adanya control beliefs yaitu kepercayaan
tentang keberadaan faktor-faktor yang akan
memfasilitasi atau justru menghalangi perilaku
(Jogiyanto 2008). Jika individu merasa dirinya
memiliki kualifikasi dan kemampuan yang
dibutuhkan untuk mengimplementasikan basis
akrual secara penuh sesuai dengan peraturan
pemerintah nomor 71 Tahun 2010, maka
kemungkinan niatnya untuk mengimplemen-
tasikan basis akrual secara penuh sesuai
dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun
2010 akan semakin tinggi dan pada akhirnya
akan memilih untuk mengimplementasikannya
secara optima dan menghasilkan kinerja ter-
baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Huda et
al. (2012) menunjukkan pengaruh yang signi-
fikan antara kontrol perilaku persepsian dan
niat. Hal serupa juga ditunjukkan oleh pene-
litian Pangestu dan Rusmanan (2012) di
bidang perpgakan, kontrol perilaku persepsian
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
niat. Ha ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi persepsi wajib pajak atas kendali dan
kesanggupan yang dimilikinya akan men-
dorong niat wajib pajak untuk patuh. Sesual
dengan teori planned behavior oleh Ajzen &
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Fishbein (1970), factor persepsi pengendalian
perilaku memiliki karakteristik untuk mem-
perkuat dan melemahkan niat. Jika perilaku
yang dianggap bisa dilakukan, niat akan
diperkuat. Jika perilaku dianggap sulit atau
tidak mungkin untuk dilakukan, niat melemah.
Berdasarkan penjelasan dan hasil pendlitian
tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H3: Kontrol perilaku persepsian berpengaruh
positif dan signifikan terhadap niat untuk
mengimplementasikan Peraturan Peme-
rintah Nomor 71 tahun 2010 tentang
standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual.

Pengaruh Kesiapan untuk Berubah Ter-
hadap Niat

Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual
pada pemerintah daerah merupakan bentuk
perubahan. Kesiapan organisasi untuk berubah
mengacu kepada komitmen dan keyakinan-
sendiri dari semua anggota organisasi untuk
mengimplementasikan perubahan organisasi.
Disamping itu dibutuhkan sumber daya apa-
ratur yang siap untuk menghadapi perubahan
sehingga efektifitas implementasi dapat ter-
laksana dengan baik. Penelitian Eby et al.
(2010) menunjukkan bahwa individu-individu
yang percaya diri mereka mampu berdaptasi
dengan mudah terhadap perubahan cenderung
akan memandang perubahan yang terjadi
dalam organisasi akan sangat menguntungkan
sehingga akan mendukung implementasi per-

Sikap Terhadap
Perilaku (X1)

Norma
Subyektif (X2)

Kontrol Perilaku
Per sepsian (X3)

Kesiapan untuk
Berubah (X4)

H4

ubahan yang tentunya akan memengaruhi niat
mereka untuk mengimplementasikan peruba-
han. Penelitian Nugraheni (2012) yang men-
dukung penelitian Eby et al. (2010) mengata-
kan kesigpan untuk berubah akan memenga-
ruhi pola pikir, perasaan, dan perhatian indi-
vidu yang tercermin dalam perilaku yang ber-
awa dari niatnya. Penelitian yang dilakukan

Kwahk dan Lee (2008) secara khusus mene-

mukan bahwa readiness for change memiliki

efek tidak langsung pada niat perilaku untuk
menggunakan sistem Enterprise Resource

Planning (ERP). Berdasarkan penjelasan dan

hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis

sebagal berikut.

H4: Kesigpan untuk berubah berpengaruh posi-
tif dan signifikan terhadap niat untuk
mengimplementasikan Peraturan Peme-
rintah Nomor 71 tahun 2010 tentang stan-
dar akuntans pemerintahan berbasis akrual.

METODA PENELITIAN

Jenis Pendlitian, L okasi, Waktu, dan
Sampeé Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh
variabel sikap, norma subyektif, kesiapan
untuk berubah, dan kontrol perilakupersepsian
terhadap niat implementass PP Nomor 71
tahun 2010. Model penelitian yang menunjuk-
kan hubungan antara variabel penelitian dapat
dilihat pada gambar 1.

Niat | mplementas
PP 71 tahun 2010

Gambar 1: Model Pendlitian
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Penelitian ini dilakukan di Kota dan Kabu-
paten se-Sulawesi Tengah Desember 2013
sampai Februari 2014. Populasi dalam pene-
litian ini, yaitu seluruh kepala dinas dan
kepala bidang dinas pendapatan pengelolaan
keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kota
dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah yang
berjumlah 56 responden. Seluruh anggota
populasi dijadikan sampel penelitian dengan
pertimbangan bahwa peabat DPPKAD me-
miliki pemahaman yang lebih baik mengenai
PP Nomor 71 tahun 2010.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data
subyek (self-report data). Teknik pengum-
pulan data menggunakan kuesioner dengan
skala likert 5 poin, dari kategori sangat tidak
setuju sampai kategori sangat setuju dengan
jenis skala ordina. Sebelum kuesioner di-
gunakan, terlebih dahulu dilakukan uji pilot
terhadap 33 orang mahasiswa kelas magister
akuntansi di UNHAS untuk mengetahui vali-
ditas indikator variabel penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis
statistik Partial Least Square (PLS) untuk
mengetahui  hubungan antar variabel yang
diteliti. Analisis data menggunakan PLS ter-
diri dari dua sub model yaitu model peng-
ukuran (outer model) untuk menilai validitas
konstruk dan reliabilitas instrumen, dan model
struktural (inner model) untuk menguji hipo-

JAAI VOLUME 18 NO. 2, DESEMBER 2014: 110-123

tesisone-tailed, dengan skor atau nilai T-
statistik harus lebih besar darinilai T-Tabel
(1,64) pada taraf alpha 5 persen. Validitas
konstruk dapat diukur dengan parameter skor
loading di model penelitian (rule of thumbs>
0,7) dan menggunakan parameter AVE,
communality, R2, dan redudancy. Skor AVE
harus >0,5, Communality >0,5, dan redudancy
mendekati 1. Jika skor loading <0,5 maka
indikator ini dapat dihapus dari konstruknya.
Jika skor loading antara 0,5-0,7 sebaiknya
indikator yang memiliki skor loading tersebut
tideak dihapus sepanjang skor AVE dan
communality indikator tersebut >0,5. Uji
validitas konvergen diukur dengan melihat
skor AVE dan communality yang masing-
masing harus bernilai diatas 0,5. Uji Validitas
diskriminan paramenter yang diukur adalah
dengan membandingkan akar dari AVE suatu
kontruk harus lebih tinggi dibandingkan
dengan korelasi antar variabel laten tersebut,
atau dengan melihat skor cross loading. Uji
reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach’s
alpha harus >0,6 dan nilai composite
reliability harus >0,7 (Jogiyanto dan Abdillah
2009: 81).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Demografi Responden

Kuesioner yang disebar kepada responden se-
banyak 56, kuesioner yang kembali sebanyak
45, kuesioner yang tidak lengkap 6, dan kue-
sioner yang diolah sebanyak 39. Data demo-
grafi responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Demografi Responden

Data Demogr afi
No Umur P.?g?;i'rl](i?n Jabatan Lam?]g/lb(;?;j:dukl
1  30-35tahun(20,51%) S1(28,21%) Kepaadinas DPPKAD (7,69%) < 1 tahun (15,39%)
2 36-40tahun (20,51%) S2(71,79%) KepalaBidang (92,31%) 1- 3 tahun (64,1%)
3 41-45tahun (20,51%) 4 - 6 tahun (17,95%)
4 46-50 tahun (7,69%) >6 tahun (2,56%)
5  51-55tahun (23,07%)
6  >56 tahun (7,69%)

Sumber: Datadiolah, 2013
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Hasil Uji Validitas Konstruk, Validitas
Konvergen, dan Validitas Diskriminan

Hasil uji validitas konstruk dengan meng-
gunakan software Smart PLS ver. 2.0 M3,
menunjukkan bahwa indikator AT1, PBC1,
PBC2, PBC3, PBC4, RC1, dan RC2 kurang
valid, karena nilai loading factor kurang dari
0,70. Analisis sdlanjutnya indikator AT1,
PBC2, PBC3, PBC4, RC1, dan RC2 masih
tetap digunakan karena nilai AVE dan Com-
munality>0,5. PBC1 tidak diikutkan karena
merhki nilai loading factor kurang dari 0,7
pada konstruknya dan nilai AVE dan Commu-
nality<0,5. Setelah diadakan revis pengujian
outer model, didapatkan hasil seluruh item
pernyataan telah valid, yaitu loading factor >
0,5, AVE >0,5 dan Communality >0,5 serta
Redudancy mendekati 1.

Hasil uji vaiditas konvergen menun-
jukkan bahwa semua AVE dan Communality
memiliki nilai di atas 0,5, yang berarti bahwa
indikator-indikator konstruk memenuhi syarat
validitas konvergen. Hasil uji validitas diskri-
minan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa indi-
kator yang digunakan dalam penelitian ini
telah memenuhi kriteria validitas diskriminan
karena nila akar AVE semuanya lebih besar
dari korelas variabel laten.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan
Cronbach’alpha dan composite reliability
pada Tabel 3 menunjukkan nilai cronbach’s
alpha dan composite reliability untuk masing-
masing variabel di atas nilai 0,7, namun varia-
bel perceived behavior control memiliki nilai
cronbach’s alpha 0,638657, namun nilai com-
posite reliability di atas 0,7 sehingga masih
dapat diterima.

Hasl Uji Model Struktural

Hasil perhitungan SmartPLS menunjukkan
hasil estimas R-square intention to imple-
mentation peraturan pemerintah nomor 71
tahun 2010 adalah sebesar 0,335343, yang
artinya bahwa 33,53% variabel sikap (atti-
tude), norma subyektif (subjective norm),
kontrol perilaku persepsian (perceived beha-
vior control), dan kesigpan untuk berubah
(readiness for change)memengaruhi variabel
intention to implementation, sedangkan sisa-
nya sebesar 66,47% dipengaruhi oleh variabel
lain di luar model penelitian ini. Artinyamasih
terdapat variabel lain diluar model yang ber-
pengaruh terhadap variabel intention to im-
plementation. Kemungkinan variabel lain
yang berpengaruh penting terhadap niat
implementasi regulasi adalah variabel du-
kungan organisasi (organization support).

Tabel 2: Average Variance Extracted (AVE) dan Akar AVE

Variabe AVE Akar AVE
Attitute (AT) 0,614845 0,78412
Subjective Norm (SN) 0,795208 0,89174
Perceived Behavior Control (PBC) 0,574954 0,75825
Readiness for Change (RC) 0,636740 0,79795
Intention (1) 0,851433 0,92273
Sumber: Datadiolah, 2013
Tabel 3: Uji Reliabilitas Variabel.
. Composite Cronbachs
Variabel Reliability Alpha K eterangan
Attitute (AT) 0,860334 0,815225 Reliabel
Subjective Norm (SN) 0,885196 0,772236 Reliabel
Perceived Behavior Control (PBC) 0,801235 0,638657 Reliabel
Readiness for Change (RC) 0,895846 0,872168 Reliabel
Intention (1) 0,944715 0,911229 Reliabel

Sumber: Datadiolah, 2013
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Tabel 4: Hasil Uji Hipotesis (Path Coefficients)

Original Sample(O) T Statistics (JO/STERR]) Keterngan
AT > | 0,184800 1,715688 Diterima
PBC > | -0,163645 1,203452 Ditolak
SN > | 0,183547 1,671433 Diterima
RC-> | 0,459393 3,561792 Diterima

Sumber: Datadiolah, 2013

Pada Tabel 4 dapat dilihat hasil uji hipotesis
yang menunjukkan bahwa variabel sikap,
norma subyektif, dan kesiapan untuk berubah
seluruhnya memiliki nilai t statistik yang lebih
besar dibandingkan dengan nilai t tabel 1,64
(o 0,05) dan nilai original sample bernila
positif. Hal ini berarti variabel sikap, norma
subyektif, dan kesigpan untuk berubah ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap niat
untuk mengimplementasikan Peraturan Peme-
rintah Nomor 71 Tahun 2010. Variabel kon-
trol perilaku persepsian memiliki nilal t statis-
tik yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai
t tabel 1,64 (o 0,05) dengan nilai original
sample bernilai negatif. Hal ini berarti variabel
kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap niat untuk
mengimplementasikan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010.

Sikap terhadap perilaku pada peneli-
tian ini adalah perasaan negatif atau positif
dari aparatur pemerintah daerah Kota dan
Kabupaten se Sulawesi Tengah, terhadap nilai
kebaikan, nilai kebijaksanaan, nilai kesukaan,
dan nilai kesenangan dari implementasi per-
aturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun
2010. Hasl penditian menunjukkan bahwa
sikap terhadap perilaku merupakan salah satu
variabel penentu dari niat seseorang. Sgjdan
dengan pendapat Ajzen dan Fishbein (1970)
yang menyatakan bahwa sikap terhadap peri-
laku dapat memprediksi niat perilaku sese-
orang. Data demografi menunjukkan 71,79%
responden memiliki pendidikan S2 dan
92,31% memiliki jabatan kepala bidang. Apa
bila dihubungkan dengan variabel sikap ter-
hadap perilaku, tingkat pendidikan dan jabatan
responden dapat memberikan pengetahuan dan
pengalaman yang lebih banyak, yang akan
menjadi dasar dalam melakukan evaluas ter-

hadap hasil dari implementasi PP Nomor 71
Tahun 2010. Menurut Ajzen (1991) keper-
cayaan-kepercayaan perilaku, ditentukan oleh
evaluas terhadap hasil yang dihubungkan
dengan perilaku dan juga kekuatan-kekuatan
dari asosiasi-asosiasi tersebut.

Aparatur pemerintah daerah kota dan
kabupaten se Sulawesi Tengah yang percaya
bahwa perilaku implementasi PP Nomor 71
Tahun 2010 akan mengarahkan terutama ke
hasil-hasil positif, maka mereka akan mem-
pertahankan sikap yang baik terhadap mela
kukan perilaku tersebut, dan sebaliknya apa-
ratur pemerintah daerah yang percaya mela
kukan perilaku tersebut akan mengarahkan ke
hasil-hasi| negatif akan mempertahankan sikap
yang kurang baik. Hasil penélitian ini mendu-
kung penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Ozel dan Yilmaz (2011), Pangestu dan
Rusmana (2012), Mustikasari (2011), Hidayat
dan Nugroho (2010), Smart (2012), serta
Bidin et al. (2011). Tiga variabel yang digu-
nakan sebagal aat untuk memprediks niat
dalam theory of planned behavior, berdasar-
kan hasil penelitian ini sikap memiliki ke-
mampuan prediksi yang lebih baik terhadap
niat dibandingkan dengan dua variabel lain-
nya

Jogiyanto (2008) menjelaskan bahwa
norma subyektif (subjective norm) diasumsi-
kan sebagai suatu fungsi kepercayaan-keper-
cayaan seseorang, bahwa individu-individu
tertentu atau kelompok-kelompok menyetujui
atau tidak menyetujui melakukan suatu peri-
laku. Apabila dihubungkan dengan hasil
penelitian ini, aparatur pemerintah daerah kota
dan kabupaten se Sulawesi Tengah memiliki
norma subyektif yang kuat, yang dibentuk
oleh kepercayaan-kepercayaan normatif mere-
ka, bahwa implementasi PP Nomor 71 Tahun
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2010, akan mendapat dukungan dari atasan
atau pimpinan, rekan kerja, ataupun bawahan
mereka. Kepercayaan normatif tersebut, men-
jadi motivasi bagi aparatur pemerintah daerah
untuk bertindak sesuai dengan harapan nor-
matif mereka. Hal ini sesuai dengan yang
dinyatakan oleh Ajzen (2005) bahwa apabila
individu meyakini apa yang menjadi norma
kelompok, maka ia akan mematuhi dan mem-
bentuk perilaku yang sesuai dengan kelom-
poknya. Jogiyanto (2008) memandang norma
subyektif sebagai dua bentuk pengaruh, yaitu
pengaruh interpersona dan pengaruh ekster-
nal. Dalam pendlitian ini, pengukuran norma
subyektif terkait dengan pengaruh inter-
personal, yang berasal dari pimpinan dan
rekan kerja.

Data demografi responden menunjuk-
kan 58,8% responden berusia diatas 40 tahun,
71,8% memiliki pendidikan S2, dan lama
bekerja diatas 1 tahun sebanyak 84,6%. Data-
data tersebut merupakan bagian dari faktor
sosial yang dapat membentuk norma subyeki.
Semakin tua usia seseorang dan semakin lama
ia bekerja, maka pengalaman hidup yang di-
peolehnya akan semakin banyak. Begitu juga
dengan tingkat pendidikan, semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, maka penge-
tahuan dan pengaaman yang diperolehnya
juga semakin banyak. Ajzen (2005), men-
jelaskan bahwa beberapa faktor sosial yang
dapat membentuk keyakinan normatif sese-
orang, yaitu; usia, jenis kelamin, pendidikan,
pendapatan, pengalaman, dan pengetahuan.
Keyakinan normatif akan membentuk norma
subyektif yang akan mempengaruhi niat peri-
laku seseorang.

Kontrol perilaku persepsian (perceived
behavioral control) berhubungan dengan per-
seps manusia mengenai  kemudahan atau
kesulitan dalam melakukan suatu perilaku
yang diinginkan (Ajzen 2005). Daam pene-
litian ini, kontrol perilaku persepsian mengacu
pada keputusan pribadi, sumber daya, penge-
tahuan, dan kemampuan individu untuk
mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun
2010. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap niat untuk
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mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun
2010. Hasil pendlitian ini sgjalan dengan hasil
penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) yang
menggunakan Theory of Planned Behavior
(TPB) untuk menjelaskan perilaku ketidak-
patuhan wajib paak orang pribadi. Hasil
penelitian yang sama juga ditemukan oleh
Pontoh et al. (2013), yang menyatakan bahwa
persepsi Kontrol Komunikasi dan Manajemen
Data Nasional (KOMANDAN) Sistem Infor-
masi Keuangan Daerah (SIKD) tidak memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
niat menggunakan KOMANDAN SIKD.
Namun berdasarkan Theory of Planned Beha-
vior, semakin besar kontrol perilaku persep-
sian, semakin kuat niat seseorang untuk mela-
kukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Penjelasan yang dapat digjukan dari
hasil penelitian ini, yaitu aparatur pemerintah
daerah beranggapan bahwa implementas PP
Nomor 71 Tahun 2010 dianggap belum begitu
perlu, karena secara teknis pelaksanaannya
belum dilakukan oleh pemerintah daerah.
Aparatur pemerintah juga mempercayai bahwa
mereka belum mempunyai sumber daya dan
faktor-faktor pendukung yang dapat memfa-
slitas implementass PP Nomor 71 Tahun
2010. Dalam Jogiyanto (2008) dijelaskan
bahwa kepercayaan-kepercayaan yang paling
utama menentukan niat dan tindakan adalah
sekumpulan kontrol yang berhubungan dengan
kehadiran atau ketidak-hadiran dari sumber-
sumber daya yang dibutuhkan. Olehnya itu,
untuk membangun kepercayaan-kepercayaan
kontrol dari aparatur pemerintah daerah, salah
satu langkah yang dapat dilakukan, yaitu
dengan menyediakan anggaran untuk melaku-
kan pelatihan dan sosialisasi secara bertahap
dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, di-
harapkan aparatur pemerintah mendapatkan
pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai
PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kesigpan organisasi untuk berubah erat
kaitannya dengan komitmen (commitment)
dan keyakinan-sendiri (self efficacy) dari se-
mua anggota organisasi untuk mengimple-
mentasikan perubahan organisasi. Hasil pene-
litian ini membuktikan bahwa kesiapan untuk
berubah (readiness for change) merupakan



prediktor terbaik dalam memprediks niat
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010. Kesigpan untuk berubah,
menunjukkan harapan dari aparatur pemerin-
tah daerah kota dan kabupaten se Sulawesi
Tengah, bahwa perubahan standar akuntans
pemerintahan berbasis akrual melalui imple-
mentass PP Nomor 71 Tahun 2010, dapat
membawa perubahan yang lebih baik bagi
perencanaan, peningkatan, pengelolaan, dan
pengendalian asset, serta penilaian kinerja.
Hasil penelitian ini sgalan dengan hasil pene-
litian yang dilakukan oleh Eby et al. (2010),
Nugraheni (2012), dan Kwakh dan Lee (2008).

Kesiapan dari aparatur pemerintah dae-
rah kota dan kabupaten se-Sulawes untuk
mel akukan perubahan, salah satunya didukung
oleh masa kerja dari aparatur. Data demografi
responden menunjukkan 79,49% responden
memiliki masa kerja atau lama menduduki
jabatan kurang dari tiga tahun. Hanpachern,
Morgan, dan Griego (1998) menyatakan
bahwa masa kerja merupakan salah satu pre-
diktor kesiapan untuk berubah, karyawan yang
baru bekerja dalam suatu perusahaan memiliki
kesigpan untuk berubah yang lebih tinggi
dibandingkan karyawan yang telah lama
bekerja. Responden pada pendlitian ini selu-
ruhnya adalah termasuk dalam tingkat jabatan
pimpinan. Dalam hal ini Hanpachern, Morgan,
dan Griego (1998) menyatakan bahwa karya-
wan yang termasuk kedalam tingkat jabatan
pimpinan akan lebih siap untuk berubah, kare-
na mereka dibekali terlebih dahulu dengan
informasi yang lengkap mengenai pel aksanaan
perubahan.

Strategi sosidisas dan pelatihan me-
ngenai penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010,
dilakukan oleh pemerintah Kota dan Kabupaten
se-Sulawes Tengah secara berjenjang dari
pimpinan level kebijakan sampai dengan pel ak-
sana teknis. Tujuannya adalah untuk mening-
katkan skill pelaksana, membangun awareness,
dan menggak keterlibatan semua pihak.
Disamping itu, kegiatan ini juga dapat mem-
bentuk komitmen dan keyakinan-sendiri (self
efficacy) dari aparatur pemerintah daerah.
Tingkatan sdlf efficacy yang tinggi akan
menimbulkan niat yang lebih kuat untuk mem-
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bentuk suatu perilaku (Bandura, 1977). Pertim-
bangan-pertimbangan  keyakinan-sendiri  di-
yakini memengaruhi respon-respon emosiona
dari individua. Individual-individual akan cen-
derung menyukai dan menikmati perilaku-
perilaku yang mereka rasakan mereka mampu
melakukannya dengan baik. Pernyataan ini
didukung oleh hasil penditian Betz dan
Hackett (1981) yang menemukan bahwa per-
sepsi-perseps keyakinan sendiri secara signifi-
kan berhubungan dengan perasaan atau niat.

SIMPULAN

Sikap terhadap perilaku dan norma subyektif
dari TPB, serta kesigpan untuk berubah
merupakan penentu dari niat implementasi
peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010.
Aparatur pemerintah daerah memercaya dan
berharap bahwa implementasi PP Nomor 71
Tahun 2010 akan membantu aktivitas kerja
mereka, dapat memberikan hasil yang positif,
dan implementasi  tersebut = mendapat
dukungan dari atasan serta rekan kerja
mereka. Dari ketiga variabel penentu niat
tersebut, kesigpan untuk berubah merupakan
prediktor terbaik dalam memprediksi niat. Hal
ini berarti pada dasarnya aparatur pemerintah
daerah telah sigp menghadapi implementasi
PP nomor 71 tahun 2010. Namun mash
terdapat kendala yang menghambat kinerja
aparatur, yaitu pengetahuan, kemampuan, dan
sumber daya dari aparatur. Kendala-kendala
ini ditunjukkan oleh variabel kontrol perilaku
persepsian yang tidak berpengaruh signifikan
terhadap niat implementasi implementasi PP
Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan, pendliti
menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat
menambahkan lingkup lokas penelitian agar
generalisasi hasil penelitian dapat lebih luas.
Metode eksperimen juga dapat diterapkan,
agar memberikan gambaran yang semakin
utuh dan menyeluruh mengenai faktor-faktor
lan yang dapat menjadi prediktor niat.
Terakhir, penelitian ini dapat diperluas dengan
menambahkan variabel ekspektasi kinerja dan
dukungan organisasi, atau dapat juga dengan
menggunakan model TPB yang diuraikan.
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